ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

SAIFUL, S.H.
22203011081

PEMBIMBING
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024



ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggati UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, membawa diskursus baru mengenai keberlanjutan ekologis di Indonesia.
Pasalnya terdapat perubahan politik hukum mendasar mengenai perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup mengarah pada sifat eksploitasi dibandingkan
konservasi sehingga menjauhi prinsip keadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya
perubahan mendasar mengenai perizinan lingkungan yang diatur dalam UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi
persetujuan lingkungan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja. Hal Inilah yang kemudian menjadi persoalan dan perlu dikaji
lebih jauh dalam penelitian ini. Dengan melihat bagaimana politik hukum tehadap
pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dalam
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (/ibrary
Research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif.
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelusuran dan
telaah bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-
undangan. Sumber data terdiri dari, data primer berupa peraturan perundang-
undangan, dan data sekunder yang diperoleh dari buku/jurnal/artikel ilmiah lainnya,
kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: Politik hukum pengelolaan
lingkungan hidup dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mencerminkan
konfigurasi politik yang otoriter karakter produk hukum yang ortodoks karena
adanya perubahan mendasar mengenai instrumen pengelolaan lingkungan hidup
yang merupakan perwujudan terhadap keadilan lingkungan. Hal ini ditandai dengan
adanya penyederhanaan perizinan, pelemahan terhadap penegakan hukum dan
pembatasan terhadap hak masyarakat . kedua, jika dilihat dari perspektif siyasah
dusturiyahbahwa UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja masih jauh dari prinsip
jalb al-masalih wa dar al-mafasid (mengambil kemaslahatan dan menolak
kemudaratan), hal ini dikarenakan bahwa dalam UU a quo terdapat beberapa
perubahan yang dapat mengancam akan keberlangsungan lingkungan hidup, seperti
adanya penyederhanaan perizinan, pembatasan terhadap hak masyarakat dalam
proses Amdal, sehingga demikian banyak penolakan dari berbagai elemen
masyarakat.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Politik Hukum, Siyasah Dusturiyah



ABSTRACT

The presence of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of
Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation
into Law, brings a new discourse regarding ecological sustainability in Indonesia.
The reason is that there are fundamental political legal changes regarding
environmental protection and management that lead to exploitation rather than
conservation, thus moving away from the principle of justice. This is evidenced by
the fundamental change regarding environmental licensing regulated in Law No.
32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management to
environmental approval regulated in Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation.
This is what then becomes a problem and needs to be studied further in this
research. By looking at how the politics of law on environmental management and
how environmental management in Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation in
the perspective of siyasah dusturiyah.

This research uses a descriptive-analytical type of library research with a
Jjuridical-normative approach. data collection is done by literature study through
searching and reviewing legal materials in the form of books, scientific journals,
legislation documents. Data sources consist of primary data in the form of laws and
regulations, and secondary data obtained from books/journals/other scientific
articles, then analyzed with qualitative analysis.

The results showed that, first: The politics of environmental management law
in Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation reflects an authoritarian political
configuration due to non-participation and the character of orthodox legal products
due to fundamental changes regarding environmental management instruments
which are a manifestation of environmental justice. This is characterized by the
simplification of licensing, weakening of law enforcement and restrictions on
community rights. second, when viewed from the perspective of siyasah dusturiyah
that Law No. 6 of 2023 on Job Creation is still in effect. 6 of 2023 concerning Job
Creation is still far from the principle of jalb al-masalih wa dar al-mafasid (taking
benefit and rejecting harm), this is because in the Law a quo there are several
changes that can threaten the sustainability of the environment, such as the
simplification of licensing, restrictions on community rights in the EIA process, so
there are many rejections from various elements of society.

Keywords: Environment, Political Law, Siyasah Dusturiyah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah keseluruhan ruang yang mencakup semua benda,
energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta tingkah lakunya, yang
berdampak pada alam itu sendiri.! Lingkungan hidup perlu diberikan treament
berupa pengelolaan. Pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk
mengaktualisasikan kesejahteraan rakyat dari suatu negara.

Dalam konteks ke-Indonesiaan hal tersebut telah dilegitimasi dalam Pasal 33
UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan
diorientasikan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dalam Pasal 28 H-nya
menjelaskan Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang
pantas dan lingkungan yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam rangka memanfaatkan lingkungan hidup yang berorientasi pada
kesejahteraan rakyat, Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan
fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran atau kerusakan. Upaya ini
mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,
dan penegakan hukum.

Untuk menjalankan amanat Pasal 28 H dan Pasal 33 UUD 1945, pemerintah

telah menerbitkan peraturan tentang lingkungan hidup yang dituangkan dalam UU

! Vica J. E. Saija, “Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan
Hidup, ”, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 1 (Januari-Juli 2014), hlm. 68.



No0.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam
undang-undang tersebut, mengatur tentang adanya perizinan dalam melakukan
pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1)
mengharuskan setiap usaha atau kegiatan yang memerlukan Amdal atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk
memiliki izin lingkungan. Selain itu, Pasal 40 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa izin
lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan. Sehingga, izin usaha akan diberikan oleh instansi bersangkutan apabila
pemilik usaha dan/atau kegiatan telah memiliki izin lingkungan. Dan apabila izin
lingkungan dicabut, maka izin dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dibatalkan.

Dengan demikian, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup secara normatif menetapkan adanya izin lingkungan yang
dirancang terintegrasi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ini
berarti semua izin pengelolaan lingkungan digabungkan menjadi satu izin
lingkungan. Sementara secara eksternal, izin usaha dan izin lingkungan
diintegrasikan.?

Namun seiring berjalannya waktu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). UU a quo dibuat dengan

2 Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan
Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Hidup di berbagai Negara,” Jurnal
Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 2 (April-Juni 2018), hlm. 222-255.



menggunakan metode omnibus law, Ini adalah langkah penyederhanaan peraturan
yang dilakukan dengan merevisi, mencabut, dan mengubah beberapa undang-
undang sekaligus untuk mengurangi tumpang tindih dalam regulasi. Dalam isi
materi tersebut, terdapat regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.,
khususnya berkaitan dengan perizinan lingkungan yang terdapat dalam UU
No.32/2009.

Sebelum masuk pada inti permasalahan Penulis akan menjelaskan mengenai
politik hukum UU Cipta Kerja secara umum, yang dimulai dengan keinginan politik
dari pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang menghalangi investasi,
dengan harapan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja.® Sebagai hasilnya,
pendekatan politik hukum terhadap UU Cipta Kerja dalam konteks lingkungan
harus mempertimbangkan dampak holistiknya terhadap ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup. Namun, sayangnya, dalam UU Cipta Kerja ada beberapa aturan
terkait tata kelola 1zin lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan
hidup.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja terkait
perizinan lingkungan adalah perubahan terminologi "izin lingkungan" menjadi
persetujuan lingkungan. Sebagaimana ditegaskan dalam PP No.22/2021 bahwa
persetujuan lingkungan merupakan  keputusan kelayakan lingkungan atau
pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup tidaknya atau kemampuan

untuk mengelola lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah

% Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum RUU Cipta Kerja,” Jurnal Kajian Singkat Terhadap
Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII No. 4 (Februari 2020), hlm. 2



pusat atau daerah.* Kedua, pengintegrasian izin lingkungan, Selanjutnya terkait
dengan Amdal, UU a quo hanya menjadi syarat sebelum melakukan uji kelayakan
lingkungan hidup. Sedangkan dalam UU No. 32/2009, Amda merupakan
persyaratan utama dan dasar untuk menetapkan keputusan tentang kelayakan
lingkungan. selain itu, terkait dengan peran masyarakat dalam Pasal 25 UU No.
32/2009 Menjelaskan bahwa masyarakat umum berhak memberikan saran,
masukan, dan tanggapan. UU Cipta Kerja diatur bahwa hanya masyarakat yang
terdampak langsung dan relevan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang dapat
memberikan saran, masukan, dan tanggapan.® Dengan demikian, Perubahan istilah
ini menimbulkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa izin tidak lagi
berfungsi secara efektif sebagai alat utama untuk mengendalikan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara sistematis, yang dapat mengakibatkan
penurunan kualitas lingkungan setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.®

Politik hukum lingkungan Memiliki dampak yang sangat besar karena
melibatkan konflik nilai antara ekonomi yang fokus pada kepentingan investasi
semata atau ekonomi yang mempertimbangkan keberlanjutan dan pemahaman

terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, Dapat dipahami bahwa

4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

® Nabila Aulia Rahma, “Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No. 11
(November 2022), hlm. 895.



kebijakan hukum dapat menetapkan arah dan tujuan suatu regulasi, termasuk UU
Cipta Kerja.”

Kemudian jika dilihat pada kajian hukum tata negara negara Islam, maka
persoalan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan merupakan bagian
dari studi siyasah dusturiyah. Karena siyasah dusturiyah merupakan bagian figh
siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam Figh siyasah
dibahas beberapa hal, seperti konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga
demokrasi dan syura serta konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.®

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul
“Islam dan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.

B. Rumusan masalah

Adanya perubahan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang
digambarkan dalam latar belakang tentu sangat berimplikasi Pada pembangunan
dan keberlangsungan terhadap sektor lingkungan hidup dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih
mendalam mengenai politik hukum pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah

7 Ibid., hlm. 896.

8 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana,
2014), hlm. 177.



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang yang akan dilihat dengan perspektif siyasah dusturiyah.
Berdasarkan masalah dalam uraian tersebut, maka penulis merumuskan
beberapa pertanyaan diantaranya:
1.  Bagaimana pandangan politik hukum terhadap pengelolaan lingkungan
hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

2. Bagaimana tinjavan siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan
lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Secara Umum penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana

pandangan politik hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup

berdasarkan UU a guo.
Tujuan spesifik yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:
a.  Untuk memahami dan menganalisis pandangan politik hukum
terhadap pengelolaan lingkungan hidup Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



b. Untuk memahami dan menganalisis pandangan Siyasah
Dusturiyah terhadap pengelolaan lingkungan hidup Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 Kegunaan yaitu, kegunaan akademik dan

praktis:

a.  Kegunaan Akademik
1) Memberikan pemahaman mengenai politik hukum terhadap

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2) Memberikan pemahaman mengenai perspektif siyasah
dusturiyah  terhadap pengelolaan  lingkungan  hidup
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-
Undang.

b.  Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan

referensi bagi para peneliti yang akan meneliti tema seputar



lingkungan hidup, khususnya yang fokus pada bidang politik
pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam hukum positif maupun
dalam hukum tata negara Islam dengan menggunakan Perspektif
siyasah dusturiyah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pencarian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian
terdahulu yang membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muchsin, Fokus
permasalahan yang dianalisis pada penelitiannya terkait terminologi izin
lingkungan di dalam UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup diubah menjadi persetujuan lingkungan di dalam UU Cipta
kerja 2023. Kedua, Pengaturan perizinan lingkungan dalam UU Cipta kerja
berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun belum
jelas apakah sudah berbasis keadilan ekologis. Ketiga, Bagaimana hukum perizinan
dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat direkonstruksi
agar lebih berbasis pada keadilan ekologis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum doktrinal yang
memadukan beberapa pendekatan di dalam analisisnya, yaitu pendekatan
perundang-undangan, konseptual, filsafat, perbandingan dan ekosentris.
Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka sedangkan teknik
analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur izin lingkungan

menjadi persetujuan lingkungan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023



disebabkan oleh dua hal; 1) karena alasan fleksibilitas dimana nomenklatur
persetujuan lingkungan dipandang lebih bersifat umum sehingga memberi
fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika masyarakat global. 2)
adanya perubahan pendekatan, di mana UU No.32/2009 menggunakan pendekatan
perizinan sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja 2023 menggunakan pendekatan
berbasis risiko. Sebagai perubahan pengaturan hukum perizinan lingkungan di
dalam UU Cipta Kerja 2023 telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan ekologis
sedangkan sebagian lainnya justru kontra produktif dengan prinsip-prinsip keadilan
ekologis.®

Kedua, Penelitian yang dilakukan M. Sadrakh Putra, masalah yang dianalisis
pada yaitu; 1) Kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin usaha di
bidang lingkungan hidup berdasarkan UU a quo, 2) bagaimana kewenangan
pengawasan pemerintah daerah izin berusaha setelah adanya UU a quo.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif untuk
menganalisis permasalah yang diteliti berdasarkan data primer dan sekunder.
dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan regulasi dan conceptual approach.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah
dalam mengeluarkan izin berusaha bidang lingkungan hidup terjadi pergeseran asas
desentralisasi ke asas sentralisasi: Kewenangan pemerintah daerah yang kemudian
dicabut atau dikembalikan ke UU Cipta Kerja. bahwa otoritas pengawasan

pemerintah daerah setelah adanya izin berusaha antara lain: penilai Amdal, tim

® Achmad Muchsin, "Rekonstruksi Hukum Perizinan dalam Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis", Disertasi Univesitas Islam Indonesia
Yogyakarta (2023).
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penilai, mereka yang terlibat dalam penyusunan analisis mengenai dampak
lingkungan, syarat izin lingkungan, izin lingkungan pengawasan adanya perubahan
dari UU No.32/2009 dalam UU No.6/2023 tentang Cipta kerja.°

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nadilah Safitri, Sahda Saraswati
Akbar dan Tifanny Nur yacub. Penelitian ini menganalisis tentang; 1) bagaimana
peran masyarakat dalam penyusunan Amdal pasca berlakunya UU Cipta kerja. 2)
Bagaimana dampak lingkungan dari perusahaan terhadap pemenuhan hak
masyarakat pasca berlakunya UU Cipta kerja. Pada metode penelitian yang
digunakan adalah normatif-yuridis dengan menganalisis selurus kasus dan
perundang-undangan yang didukung dengan data kepustakaan. Dengan pendekatan
statue approach dan conceptual approach.

Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) bahwa ketidakterlibatan masyarakat
dalam penyusunan Amdal sejatinya mencederai hak asasi manusia karena konstitusi
dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah menjamin bahwa setiap orang
dapat mengemukakan pendapat, berhak atas lingkungan hidup dalam keadaan
sehat, dan berhak untuk diikutsertakan pada pengambilan suatu kebijakan. 2) bahwa
penetapan Undang-Undang Cipta kerja sendiri menghasilkan sebuah restrukturisasi
dalam pengaturan Amdal yang memudahkan para pelaku usaha dan kurang

memperhatikan kebijakan lingkungan serta dampaknya kepada masyarakat.'!

10 M. Sadrakh Putra, "Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan
Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja", Tesis Fakultas Hukum
Universitas Jambi (2024).

11 Nadila Safitri, DKK, " Menilik Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Amdal
Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", lkatan
Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 4.1 (2024).
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Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nabilah Aulia Rahma, fokus
permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana masalah dan
dinamika politik hukum dalam pengaturan tata kelola perizinan lingkungan setelah
diberlakukannya UU Cipta Kerja. Pada metode penelitian, penelitian ini memakai
pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan histori. Kemudian bahan data
primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Sedangkan data
sekundernya adalah artikel dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Ada perubahan dalam politik hukum
terkait pengaturan perizinan lingkungan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja
yang mempengaruhi sistem perizinan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan
hukum yang menyeluruh untuk menggambarkan konsep perizinan lingkungan yang
sesuai dengan Konstitusi Indonesia.?

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Idharulhag, Adapun masalah yang
dianalisis yaitu; (1) bagaimana paradigma perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja?; (2) bagaimana paradigma perlindungan dan pengelolaan lingkungan
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ditinjau dari
perspektif konstitusi UUD 1945 dan Magqasid asy-syari’ah.

Metode yang pakai yaitu Pustaka (/ibrary research), dengan sifat penelitian
deskriptif analisis dan pendekatan sosio yuridis. Hasil penelitian ini bahwa: (1)

paradigma perlindungan serta pengaturan lingkungan hidup dalam UU No.11/2020

12 Nabila Aulia Rahma, ‘Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", Jurnal Hukum Lex Generalis, 3.11 (2022).
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harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum, untuk memberikan
perlindungan dan rasa keadilan maka proses harus mengedepankan kepentingan
masyarakat; (2) Paradigma perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dalam
konteks konstitusional dan magasid asy-syari’ah diatur dalam konstitusi negara,
tetapi menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang menjadi
alasan penolakan dalam maqgasid asy-syari’ah, sehingga kerusakan lingkungan
hidup berimplikasi terhadap tidakseimbangan keberadaan mahluk hidup dimuka
bumi.*®

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Penelitian ini menganalisis
mengenai; 1) apakah wewenang pengelolaan lingkungan hidup sudah berjalan
sesuai tujuan politik hukumnya. 2) bagaimana usaha penegakan hukum yang
dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Metode penelitian ini menggunakan
metode pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol
terhadap lingkungan hidup masih belum sepenuhnya mengikuti arah yang
diinginkan dalam politik hukumnya. Penegakan hukum menjadi sulit karena
kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup serta menunjukkan kriteria baku
tentang kerusakan lingkungan.*

Ketuju, Peneliti menganalisis secara mendalam terkait dengan konsep izin

lingkungan terintegrasi sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja.

13 Idharulhaq, “Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Magasid Asy-Syari’ah”, Tesis Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

14 Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Jurnal
Hukum Ius Quia Iustum, No. 3 Vol. 18 (Juli 2011).
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Penelitan hukum normatif yang dipakai oleh peneliti dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Teknik
pengumpulan data metode pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan metode
deskriptif dan metode deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi sebelum
berlakunya UU Cipta Kerja yakni pada rezim Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah terdapat beberapa perizinan yang
diintegrasikan dengan izin lingkungan. Sedangkan, sesudah UU Cipta Kerja
diberlakukan justru mengganti izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.
perubahan ini berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan hidup serta
memberikan konsekuensi terhapusnya integrasi izin lingkungan dengan perizinan
lainnya yang sebelumnya berlaku dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup.*

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Hadi Al Amri. Persoalan
yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan
usaha setelah diberlakukannya UU No.11/2020 dan dampaknya terhadap
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian normatif, menggunakan sumber kepustakaan sebagai bahan dasar
dalam mengkaji problem yang dikaji dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan perundang-undangan..

15 Ubaiyana dan Kristina Viri, ‘Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya
Undang-Undang Cipta Kerja’, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 19.1 (2022).
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan izin lingkungan dalam
kegiatan usaha mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya, izin
lingkungan dalam kegiatan usaha berbasis lisensi, namun sekarang lebih berbasis
risiko. Perubahan konsep ini menghasilkan dua pandangan mengenai dampak
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni dampak baik dan buruk,
karena standarisasi lebih lanjut pada konsep izin lingkungan dalam kegiatan
berbasis risiko yang masih menghadapi ketidakjelasan dalam regulasinya.®

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Ary Fatanen. Penelitian ini
membahas mengenai Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola
perlindungan lingkungan hidup setelah diberlakukan UU Cipta Kerja mencakup
regulasi perubahan dalam substansi persetujuan lingkungan. Penelitian
menggunakan sistem yuridis-normatif, memakai sumber kepustakaan sebagai
pokok dalam mengkaji permasalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan
yang diterapkan adalah pendekatan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya UU Cipta Kerja telah
mengambil alih otoritas daerah untuk menetapkan kebijakan pada amdal dan UKL-
UPL, sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi
kepada kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah.
Kemudian keberadaan undang-undang cipta kerja sama saja memangkas
kewenangan daerah dalam menerapkan sistem otonomi daerah dengan harapan

pemerintah daerah mengetahui keberadaan dan kondisi daerahnya jika kewenangan

16 Fauzi Hadi Al Amri, “Izin Lingkungan dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020,”Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6 No. 3 (Juni 2022).
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tersebut bertentangan dengan pembangun dalam menciptakan lapangan kerja,
maka kebijakan pemerintah daerah dapat dianulir atau dihilangkan, padahal
kedudukan dan pemerintah daerah dan pusat dalam sistem demokrasi sama.
Kesamaan ini dikarenakan kekuasaan yang didapat oleh pemerintahan pusat dan
daerah sama-sama dari pemilihan langsung sehingga jika saling menangani dalam
memakmurkan rakyat hal ini yang harus dibenahi melalui koordinasi kebijakan
yang dapat mensejahterakan rakyat.'’

Kesepuluh, Penelitian oleh Petrus, Masalah yang dianalisis pada penelitian
ini yaitu; 1) kewenangan pemerintah daerah mengeluarkan persetujuan lingkungan
dalam UU Cipta kerja, dan 2) Konsep persetujuan lingkungan dalam UU Cipta
Kerja sebagai solusi bagi permasalahan lingkungan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan peraturan Statute approach dan conceptual approach.
Kemudian sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan
sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan
Bahan hukum sekunder berupa literarur ilmiah, Kemudian dianalisis melalui proses
penalaran hukum yang yang logis sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) UU Cipta Kerja menghapus
kewenangan pemerintah daerah yang terdapat dalam Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Maupun UU No. 23/2014

tentang Pemerintah Daerah. 2) kerangka persetujuan lingkungan dalam UU Cipta

17 Ari Fatanen, “Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Khazanah Hukum,
Vol. 3 No. 2 (2020).
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Kerja bukanlah solusi bagi permasalahan lingkungan justru terjadi kemunduran
dalam upaya memperketat perizinan lingkungan melalui “kamuflase” risk based
approach dan dihapusnya license approach serta dimungkinkan terjadinya
kesulitan implementasi karena parameter yang masih tidak jelas.®

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang diperoleh penulis di atas, terlihat
adanya persamaan maupun perbedaan dengan tema penelitian penulis.
Persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu membahas tentang perubahan
regulasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja. Adapun
perbedaannya, bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas
pengelolaan lingkungan hidup terbatas pada aspek hukum positif, sedangkan
penelitian yang dilakukan penulis, mengkaji khusus terkait dengan pengelolaan
lingkungan hidup ditinjau dari perspektif politik hukum dan siyasah dusturiyah.
E. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi terkait
hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan undang-undang baru
maupun penggantian undang-undang yang lama, guna mencapai tujuan

negara.’?

18 Petrus, "Persetujuan Lingkungan Kegiatan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja Dikaitkan Upaya Perlindungan Lingkungan", Tesis Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan (2022).

19 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020),
hlm. 1.
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Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas
memilih dan cara atau metode yang akan digunakan untuk mencapai suatu
tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya
meliputi jawaban atas pertanyaan mendasar, ialah 1) tujuan apa yang hendak
dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa
paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya
dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) dapatkah suatu pola
yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan
proses pemilih tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan
baik.?°

Dalam kajian politik hukum pada penelitian ini, peneliti akan bersandar
pada pemikiran Moh. Mahfud MD tanpa menganulir pemikir yang lain. yang
pada intinya dikatakan bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga
karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh
imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi
tersebut berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan
produk keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi

dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan politisi.?

20 Lihat Satjipto Rahardjo dalam Bukunya Moh. Mahfud Md, Politik Hukum di Indonesia
(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hm.2.

21 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.
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2. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah secara keilmuan merupakan bagian dari figh
siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara yang meliputi,
konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syuro yang
menjadi bagian penting dalam membuat peraturan perundang-undangan.
Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dan
timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara
yang wajib dilindungi.?? Kata as-siyasah sendiri berasal dari bahasa arab yang
secara bahasa berarti pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter, dan
perbaikan.?

Menurut Husain Fauzy Al-Najjar, siyvasah berarti pengaturan
kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan
kebijakan yang tepat demi terciptanya kebaikan bagi mereka.* Dusturi berarti
kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama
anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)
maupun yang tertulis (konstitusi).”

Sumber siyasah dusturi yaitu al-Qur’an yakni ayat-ayat yang

berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil

22 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin Politik Islam. hlm. 177.

3 Muhammad Bin Shalih Al-Usaimi, Politik Islam, Alih Bahasa Ajma Arif, Ed. Mustolah
Maufur (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014), hlm. 13.

24 Husain Fauzy Al-Najjar, A/-Islam Wa Al-Siyasah (Al-Qahirah: Dar Al-Ma’arif; 1969),
hlm. 55.

25 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 178.
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kulliy dan semangat ajaran al-Qur’an. Kemudian hadis terutama yang
berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah
saw, dalam rangka menerapkan hukum di negara arab.?

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam
dalam merumuskan undang-undang adalah jaminan atas hak asasi manusia
setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata
hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan
agama.?’

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (/ibrary
research), yakni metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari
berbagai literatur.?® Dalam penelitian ini melakukan kajian terhadap data
pustaka terkait dengan politik hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang.

% A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 53.

27 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam alih bahasa Zainudin Adnan (Sleman: Tiara
Wacana, 2005), him. 32.

%8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.



20

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitik., yakni dengan
mengumpulkan data dan menggambarkan data tersebut untuk dilakukan
analisis dan diberikan suatu kesimpulan.”® Penulis menganalisis dan
mendeskripsikan terkait dengan politik hukum pengelolaan lingkungan
hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan menggunakan literatur
yang relevan dan menggunakan konsep dalam hukum Islam sebagai pisau
analisis dan kemudian akan diberikan kesimpulannya.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan yuridis normatif ialah penelitian hukum yang digunakan untuk
mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder terkait dengan persoalan yang
diteliti yaitu pengaturan tentang perizinan pengelolaan lingkungan hidup.*®
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai
pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan

2 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), hlm. 29.

30 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta:
Rajawali Pres, 2001), hlm.13-14.
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menggunakan politik hukum dan siyasah dusturiyah sebagai pisau

analisisnya.

4.

Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah:

1))

2)

3)

4)

S)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan

hukum yang dapat menjelaskan sumber data primer, misalnya naskah

akademik, jurnal, buku, website, pendapat hukum dan data yang

berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data pada penelitian ini dilakukan dengan studi
kepustakaan dalam mencari dan mendapatkan data primer maupun data
sekunder.** Dengan teknik studi pustaka pengumpulan data akan dilakukan
melalui penelusuran dan telaah bahan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah,
dokumen peraturan perundang-undangan, serta sebagainya yang berkaitan
dengan tema penelitian.
6.  Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ialah metode
analisis deduktif. Analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari
penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu
peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif
gambaran persetujuan lingkungan hidup menggunakan teori-teori yang
bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang
bersifat khusus.
Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun

dengan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5

(lima) bab pembahasan.

Bab I Pendahuluan, yang memberikan gambaran awal mengenai apa yang

melatar belakangi peneliti melakukan penelitian dengan topik sebagaimana dalam

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 247.
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judul. Rumusan masalah yang akan diteliti diuraikan dalam bentuk pertanyaan,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai temuan terhadap penelitian
terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti, kerangka teoritik sebagai pisau
analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang
digunakan, dan sistematika pembahasan yang menguraikan secara deskriptif
tentang hal-hal yang akan ditulis dari bagian awal hingga akhir.

Bab II Menjelaskan pengembangan terhadap kerangka teori dan sub-
subnya, lingkungan hidup, politik hukum dan siyasah dusturiyah, yang menjadi alat
untuk menganalisis permasalahan yang disajikan atau diteliti dengan
memperhatikan rumusan masalah.

Bab III Pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada bab ini
berisikan pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian yaitu berisikan
temuan pustaka baik itu sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.
Persoalan-persoalan yang akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis, yang
kemudian disajikan nantinya untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah
dalam penelitian pustaka ini. Bab ini membahas tentang dasar hukum lingkungan
dalam konstitusi, perkembangan kebijakan lingkungan hidup dan dampak Undang-
Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup.

Bab IV Analisis politik hukum dan siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan
lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
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Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada bab ini peneliti akan menganalisis
pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan menggunakan
pandangan politik hukum dan siyasah dusturiyah.

Bab V Penutup. Pada bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dan rekomendasi yang akan

disampaikan pada pembaca.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah ditarik
beberapa kesimpulan:

1. Politik hukum pengelolaan lingkungan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja, lebih mencerminkan politik hukum konservatif karena dalam
pengaturan lebih mencerminkan dominasi keinginan pemerintah Pusat. Hal
ini terlihat, dari perubahan mendasar mengenai perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yaitu pengaturan izin lingkungan yang menjadi persetujuan
lingkungan. izin lingkungan dihilangkan dan diintergrasikan kedalam izin
usaha. Sehingga dengan perubahan tersebut memberikan kelemahan terhadap
instrumen lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan
terkait keadilan lingkungan seperti adanya penyederhanaan perizinan,
lemahnya terhadap penegakan hukum, serta adanya pelemahan terhadap hak
lingkungan. Pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan terhadap
partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan
keberatan terhadap proses Amdal.

2. Apabila ditinjau dari siyasah dusturiyah dengan disiplin as-sultah al-
tasyri’iyyah dalam membuat, memperbaharui dan menetapkan hukum
dengan memakai prinsip maslahat, maka pengelolaan lingkungan hidup
berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip siyasah

dusturiyah serta tidak memenuhi syarat-syarat maslahat dalam membuat,
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memperbaharui dan menetapkan hukum, hal ini terlihat dengan adanya
perubahan instrument pengelolaan lingkungan hidup, yakni dari izin
lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Sehingga dengan adanya
perubahan ketentuan tersebut memberikan kelemahan terhadap instrument
pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan yang bermasalah di antaranya,
adanya penyederhanaan perizinan, pelemahan terhadap penegakan hukum
serta adanya pembatasan hak terhadap masyarakats. hal ini sangat berbeda
jauh dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, sehingga banyak masyarakat yang menolak dengan
hadirnya UU a quo khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
B. Rekomendasi
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membentuk
atau mengubah suatu ketentuan hukum, harus melakukan penelitian akan dampak
dari hukum tersebut. Melakukan perbandingan dengan ketentuan hukum lain yang
membahas materi yang sama dengan hukum yang dibuat, baik dari ketentuan
hukum yang lama, hukum internasional dan juga hukum Islam, jika kemudian
hukum yang baru tidak memberikan kemaslahatan bagi rakyat, tidak perlu

membentuk atau mengubah suatu hukum.
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